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ABSTRAK 
 DIAN EKO PRAKOSO (B 111 10 300), Efektivitas Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum Dalam Daerah Kota Makassar ( Suatu Tinjauan Sosiologi 
Hukum ) dengan dosen Pangerang Moenta selaku  pembimbing I dan 
Muh. Hasrul selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan 
Daerah Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum terhadap pelanggaran aturan parkir dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang menghambat pemerintah dalam mengatasi pelanggaran 
aturan parkir di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di kota 
Makassar dan yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat 
pengguna tempat parkir dan juru parkir di kota Makassar serta PD Parkir 
Makassar Raya selaku pihak yang mengelola parkir tepi jalan umum. 
Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui 
studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk 
menganalisis hasil penelitian, wawancara dengan pihak PD Parkir 
Makassar Raya dan kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan 
informasi yang seakurat mungkin. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan empiris yang bersifat sosiologi hukum 
yaitu cara pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam 
masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa efektivitas 
Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum terhadap pelanggaran aturan parkir di kota Makassar tidak 
efektif. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat pengguna 
tempat parkir dan juru parkir tidak menaati aturan parkir yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Dan derajat efektivitas aturan parkir tersebut 
masih rendah karena sebagian masyarakat pengguna parkir dan juru 
parkir hanya ketaatan yang bersifat compliance. Artinya bahwa 
masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya taat terhadap aturan 
parkir karena takut akan sanksi. Faktor hukum, faktor penegak hukum, 
faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat yang menjadi hambatan 
dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota Makassar. Faktor-
faktor tersebut mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum agar dapat 
mencapai hasil maksimal dalam mengatasi pelanggaran parkir sehingga 
aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam 
pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak 
untuk mengatur daerahnya masing-masing yang  disebut desentralisasi1. 
Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah tercapainya pemerintahan 
yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, 
dan budaya. 
Makassar adalah salah satu kota tempat tujuan wisata dan 
pendidikan yang penduduknya dari tahun ketahun semakin padat. Hal ini 
menyebabkan ketersedian lahan yang semakin terbatas. Permasalahan 
utama adalah banyaknya pelanggaran aturan parkir. Selain itu masyarakat 
juga belum dapat membedakan juru parkir resmi maupun juru parkir liar 
karena kurang mengetahui aturan tentang itu serta kewajiban-kewajiban 
juru parkir tersebut. 
Belum adanya data mengenai jumlah parkir tidak resmi di kota 
Makassar, menyebabkan pemerintah cukup kesulitan dalam mengatasi 
                                                             
1 Sadu Wasistiono, 2002, Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, Bandung, Fokus Media, Hal.16 
 
 
permasalahan ini. Yang tercatat hanya 950 juru parkir di 716 titik parkir, 
serta 13 kolektor dari seluruh juru parkir2.  
Perkembangan Makassar dari tahun ke tahun sangat pesat 
diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan. 
Perkembangan bisnis dan perdagangan masih mendominasi di kota ini. 
Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan 
guna menunjang aktivitas membuat kota ini semakin padat dan sesak. Hal 
ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan tata kota 
yang semakin buruk karena tidak dimbangi dengan pengaturan yang baik. 
Selain hal itu, kesadaran masyrakat yang kurang dengan parkir 
sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di kota ini. 
Semakin banyaknya toko, minimarket dan tempat-tempat hiburan 
lainnya memaksa pengguna parkir untuk memanfaatkan tempat yang 
bukan semestinya seperti, bahu jalan yang dapat menggangu kepentingan 
umum. Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk 
mengambil keuntungan dari hal ini. Adanya oknum yang tidak 
bertanggungjawab dan berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi 
itulah yang menyebabkan adanya parkir tidak resmi. 
Akibat dari adanya tempat parkir tidak resmi ini tentu saja sangat 
merugikan bagi masyarakat sendiri. Hilangnya kendaraan ataupun 
barang-barang pengguna parkir tidak resmi adalah akibat dari parkir tidak 
                                                             
2 Sukmawati. 2010. Perusahaan Daerah Parkir Lamban Data Petugas Tidak resmi. 
http://en.tempo.co/read/news/2010/06/10/176254197/Perusahaan-Daerah-Parkir-Lamban-
Data-Petugas-Tidak resmi.  10 Juni 2010 
 
 
resmi ini. Selain merugikan pengguna sendiri, hal ini sangat merugikan 
ketertiban dan kepentingan umum serta tata kota itu sendiri. Menurunnya 
kapasitas jalan karena lebar efektif berkurang, sehingga bila kelancaran 
arus lebih dipentingkan dari parkir dilakukan pembatasan atau pelarangan 
parkir. Pelarangan parkir biasanya diprotes oleh pemilik bangunan atau 
usaha di sekitar jalan yang dilarang parkir tersebut. Oleh sebab itu 
diperlukan tata kota yang baik agar dapat mengatur semua peruntukan 
secara tepat. Kota ini semakin padat dan ramai oleh banyaknya 
masyarakat yang berlalu-lalang dengan kendaraan yang berakibat pada 
kemacetan. 
Melihat di berbagai tempat di kota ini, terdapat banyak tempat-
tempat parkir yang memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan parkir. 
Tentu saja ini sangat mengganggu kepentingan bersama. Sebagai salah 
satu kota tujuan wisata, sebaiknya Makassar harus memiliki tata kota 
yang baik dan mengatur fasilitas-fasilitis umum sebaik mungkin agar dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. Peranan pemerintah dan kesadaran 
masyarakat yang harus saling membantu sangat diperlukan dalam 
membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum tersebut. 
Makassar adalah kota berkembang yang tentu saja menyebabkan 
semakin banyaknya kendaraan sehingga kurangnya kesadaran 
masyarakat serta kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan 
banyaknya parkir tidak resmi diberbagai tempat. Hal ini jika dibiarkan akan 
mengganggu dan merusak keadaan di kota ini. Selain itu ciri-ciri petugas 
parkir resmi adalah dibekali dengan rompi parkir dan tanda pengenal. 
 
 
Petugas parkir tidak resmi bisa menyalahgunakan nama pemerintah. 
Selain masalah parkiran tidak resmi, warga sering resah oleh premanisme 
petugas parkir. 
Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran parkir ini tentu saja 
diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik itu dari 
pemerintah selaku penyelengara maupun masyarakat selaku pengguna. 
Peranan pemerintah tentu saja melakukan pengawasan dan penegakan 
aturan-aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuat hukum itu 
sendiri. Sedangkan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran dan 
ketaatan terhadap hukum atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar telah diatur pemeberian wewenang kepada direksi untuk 
pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini adalah Perusahaan 
Daerah Parkir Makassar Raya yang diberikan wewenang untuk mengatur 
pemarkiran di kota Makassar. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya 
adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola 
perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari pendirian 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan 
efisiensi efektivitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada 
 
 
masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari 
sektor retribusi parkir.3 
Dalam pengaturan pemarkiran, Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir 
yang sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Perusahaan ini juga 
melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi 
yang mengatasnamakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi. 
Diharapkan bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat 
mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di kota Makassar yang 
semakin meningkat dan menggangu kepentingan umum. Pemerintah juga 
diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang 
resmi agar tidak ada lagi parkir tidak resmi. 
Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan 
yang seharusnya diharapkan, maka penulis menganggap perlu untuk 
melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 
penerapan peraturan daerah kota Makassar ini terhadap pelanggaran 
auran parkir. 
 
 
 
 
 
                                                             
3 http://pdparkirmakassarraya.blogspot.com/2009/03/perusahaan-daerah-parkir-makassar-
raya.html 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 
yang dapat diangkat yaitu : 
1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar terhadap pelanggaran aturan parkir? 
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam 
mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah 
Kota Makassar terhadap pelanggaran aturan parkir.  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah 
dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di kota Makassar. 
 
D. Manfaaat Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 
pemerintah dan masyarakat mengenai pelanggaran aturan parkir 
kota Makassar. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan dan masukan 
bagi pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengatasi pelanggaran 
aturan parkir di kota Makassar. 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Karakteristik Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang 
baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Terdapat 
perbedaan, baik sosiologi hukum maupun ilmu hukum mempunyai pusat 
perhatian yang sama yaitu hukum, akan tetapi sudut pandang kedua ilmu 
pengetahuan ini berbeda. Menurut Soerjono Soekanto4, sosiologi adalah 
ilmu  tentang masyarakat.  Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat 
empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif.  
Menurut pendapat  Achmad Ali, sosiologi hukum menekankan 
kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai 
tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum 
menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.5 
Menurut Soerjono Soekanto6, ruang lingkup sosiologi hukum adalah 
pola-pola perikelakuan masyarakat dalam masyarakat, yaitu cara-cara 
bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup 
bersama dalam masyarakat. Oleh sebab itu dapat dirumuskan bahwa 
bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara 
lain meneliti mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa dia 
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gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang 
mempengaruhinya. 
Kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya adalah sebagai 
berikut 7: 
1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-
kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks 
sosial. 
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 
kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas 
hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian 
sosial, saran untuk mengubah masyarakat , dan sarana untuk 
mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial 
tertentu. 
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas 
hukum di dalam masyarakat. 
Sesuai dengan persoalan-persoalan yang disoroti pada sosiologi 
hukum maka sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 
secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial 
lainnya terhadap hukum dan sebaliknya. Menurut J van Houtte, perspektif 
sosiologi hukum secara umum yaitu: 
1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum 
harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum 
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harus menghasilkan suatu sintesa antar hukum sebagai sarana 
organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam 
fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak 
kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasikan konteks 
sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi. 
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi 
hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan8 
Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri 
merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial 
atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari 
masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Menurut 
Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi9, pada hakekatnya masyarakat 
dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut 
dinamikanya.  
Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu 
keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah 
sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Yang dimaksud 
dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan 
perubahan-perubahan sosial. Proses sosial dikatakan sebagai pengaruh 
timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. 
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Secara garis besar objek kajian sosiologi hukum yaitu :10 
1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black 
(1976 :2-4) sebagai government social control. Dalam kaitan ini 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah 
khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan 
ketertiban dalam kehidupan masyarakat. dalam hal ini hukum 
dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh 
pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap 
perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar 
keteraturan dapat terwujud. oleh karena itu, sosiologi hukum 
mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan 
sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah 
melalui alat Negara). 
2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh 
sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu 
suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat 
sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah 
sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah 
hukum, kaidah norma, kaidah agama, dan kaidah sosial lainya, 
dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat 
menaatinya. berkaitan dengan itu maka tempaknya sosiologi 
cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang 
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mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan 
pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif. 
3. Objek utama sosiologi hukum lainya adalah stratifikasi. perlu 
diketahui disini bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan 
sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya 
dalam konsep Hans Kelsen dengan grundnorm teorinya, 
melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem 
kemasyarakatan. dalam hal ini dibahas bagaimana dampak 
adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan 
hukum. 
4. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan masyarakat, serta hubungan timbale balik di antara 
keduannya.  
Sementara itu karateristik kajian sosiologi hukum menurut Roscoe Pound 
yaitu sebagai berikut 11:  
1. Pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual 
dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum. 
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam 
mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains 
untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. 
Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar 
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terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya 
membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang 
merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang 
pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut 
serta efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu. 
3. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat 
aturan hukum menjadi efektif. 
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang 
doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa 
efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari 
masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu 
mnunjukkan kepada kita, bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di 
luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 
5. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara 
wajar atau patut (equitable application of law), yaitu memahami 
aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun 
hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi 
kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan 
kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara 
kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari 
orang-orang pada umumnya. 
6. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. 
 
 
 
B. Konsep Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat 
Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif  dalam bahasa latin 
efficere yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, 
dalam keadaan berhasil atau sesuatau yang dapat menghasilkan atau 
mengakibatkan.12 Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan 
sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan 
pelaksanaan hukum itu sendiri.  
Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum 
ditentukan antara lain oleh taraf  kepatuhan warga masyarakat terhadap 
hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa 
taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator 
berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsi hukum merupakan suatu 
pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu 
berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 
pergaulan hidup.13 
Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah 
sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. 
Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila 
warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki 
oleh hukum.14 
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Menurut Friedman15, efektivitas hukum akan terwujud apabila 
sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan 
kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam 
pelaksanaannya. 
1. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada 
beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan 
lain-lain. 
2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum 
dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 
3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara 
berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari 
warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang 
berkaitan dengan hukum. 
Dari ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya berhubungan 
erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur 
hukum setiap individu. Dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan 
ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut 
berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang 
sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-
undangan di dalam masyarakat.16 
Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh 
daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat 
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untuk taat kepada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo17, efektivitas 
hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi 
syarat yaitu : 
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis (juritische geltung) 
Setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku 
secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya 
suatu undang-undang telah terpenuhi. 
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis (seziologische geltung) 
Berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya 
undang – undang itu merupakan kenyataan dalam masyarakat. 
Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo18, mengemukakan bahwa 
kekuatan berlakunya undang-undang di dalam masyarakat ada dua 
macam yaitu : 
a. Menurut teori kekuatan (machtstheorie), hukum itu mempunyai 
kekuatan berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlakunya 
oleh penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh anggota 
masyarakat. 
b. Menurut teori pengakuan (anerkennungstheorie), hukum itu 
mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan 
diakui oleh anggota masyarakat. 
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis (filosofische geltung)  
Undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofi 
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jika kaidah hukum yang tercantum di dalam undang-undang itu 
sesuai dengan cita-cita hukum (recthsidee), sebagai nilai positif 
yang tertinggi (uberpositiven werte) yang di Indonesia adalah 
Pancasila, serta cita-cita menuju masyarakat yang adil dan 
makmur. 
Menurut Soerjono Soekanto19 faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan sebuah hukum yaitu : 
1. Faktor hukumnya sendiri 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 
Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan 
keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim 
memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja 
maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika 
melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 
menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata 
dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan 
yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan 
masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka 
kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat 
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tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing 
orang. 
2. Faktor penegak hukum 
Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian 
petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika 
peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada 
masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak 
hukum. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan 
mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan 
yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum 
sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan 
dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan 
tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan 
karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui 
wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra 
dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang 
rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak 
hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat 
lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan 
sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara 
kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of 
roles). Jika dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara 
 
 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya 
dilakukan atau peranan yang aktual.20 
3. Faktor sarana dan fasilitas 
Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing 
cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju 
yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam 
membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan 
Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi 
dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan 
kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena 
itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting 
di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun 
penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi fakor yang 
dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu 
efektivitas hukum. 
4. Faktor masyarakat 
Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup 
mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat 
tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada 
keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak 
didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan 
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ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran 
hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan 
hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan 
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang 
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu 
perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruh 
lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi 
maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui 
akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan 
di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi 
daerah perkotaan yang mampu selalu up date berkaitan dengan 
isu-isu strategis yang masih hangat. 
5. Faktor kebudayaan 
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar 
manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 
dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 
orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis 
pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai 
apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di 
atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok 
dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas 
penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono 
Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan 
 
 
berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk 
membentuk efektivitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika 
dari kelima faktor ini, sehingga  hukum dinilai dapat efektif. 
Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas hukum 
harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, 
kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana 
sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana 
masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.21 
Selanjutnya untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem hukum 
dalam kehidupan masyarakat menurut Ronny Hanintijo Soemitro22 
mengutip Metzger yaitu : 
1. Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu 
ditangkap atau dipahami; 
2. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan hukum yang bersangkutan; 
3. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan – aturan hukum yang 
dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat 
yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum; 
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4. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah 
dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk 
menyelesaikan sengketa itu; 
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan 
anggota – anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-
pranata hukum memang memiliki daya  kemampuan yang efektif. 
Selanjutnya, langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum 
atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu 
sebagai berikut : 
a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan hukum tersebut. 
b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan 
hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum. 
c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan. 
d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum 
bersedia untuk berbuat sesuai hukum, namun yang menjadi faktor 
inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum 
diciptakan dan dilaksanakan manusia. 23 
Berkaitan dengan penerapan peraturan daerah, maka perlu 
diketahui mengenai implementasi kebijakan desentralisasi. Menurut 
Siswanto Sunarno24, bahwa untuk kelancaran implementasi suatu 
kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan rincian yang 
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lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Bahkan 
implementasi diperlukan faktor komunikasi sumber, kecenderungan atau 
tingkah laku, serta struktur birokrasi. Adanya kekurangberhasilan dalam 
implementasi kebijakan yang sering dijumpai, antara lain dapat 
disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang 
memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah dikalangan 
pelaksana. 
Ketidakmampuan administratif menurut Bryant and White25 adalah 
ketidakmampuan untuk menghadapi kebutuhan yang disampaikan oleh 
rakyat yang dapat meliputi hal sebagai berikut : 
1. Terlalu sedikit sumber daya yang masih dapat dialokasikan, 
walaupun diketahui bahwa hal itu merupakan kebutuhan paling 
dasar. 
2. Para administrator yang mampu dan sedikit jumlahnya terus 
menerus bergerak tersendat-sendat antara tugas-tugas lainnya. 
3. Kebanyakan unit pelaksana sangat sentralisasi dan tidak 
memiliki struktur yang serius untuk meninjau wilayah yang jauh, 
kendati mempunyai komitmen untuk melakukan hal itu. 
4. Lembaga-lembaga lokal sangat lemah dan senantiasa 
ditelantarkan oleh departemen yang tersentralisasi. 
5. Jarak sosial antara administrator dengan masyarakat melebar 
dari waktu kewaktu. 
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C. Kesadaran dan Ketaatan Hukum 
Kesadaran hukum terbagi kedalam dua macam yaitu : 
1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ‘ketaatan hukum’ 
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ‘ketidaktaatan hukum’ 
Menurut Ewick dan Silbey26, kesadaran hukum terbentuk dalam 
tindakan dan karenanya merupakan persoalan-persoalan praktek untuk 
dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah 
persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, 
norma, atau asas. 
Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah 
tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan 
ketaatan hukum tidak persis sama meskipun keduanya mempunyai 
hubungan yang sangat erat. Kedua unsur tersebut sangat menentukan 
efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di 
dalam masyarakat.27  
Menurut Krabbe28 kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-
nilai yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang 
ada atau diharapkan ada. Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan 
bahwa warga masyarakat akan menaati suatu peraturan hukum  atau 
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perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat 
indikator kesadaran hukum yaitu 29: 
1. Pengetahuan tentang hukum 
2. Pemahaman tentang hukum 
3. Sikap terhadap hukum 
4. Perilaku hukum 
Kebiasaan untuk menaati hukum itu timbul dari kesadaran moral 
orang atau kelompok. Yang dimaksud dengan kesadaran adalah 
kesadaran tentang arti moral, yaitu moral mempunyai tiga arti sebagai 
berikut 30: 
1. Keyakinan diri, yaitu bahwa ada keyakinan pada orang untuk 
melakukan suatu perbuatan yang diyakini benar perbuatan itu 
adalah baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. 
2. Pengawasan diri, artinya orang dapat mengawasi diri sendiri tanpa 
harus diawasi dari luar untuk melakukan perbuatan yang baik-baik 
saja dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. 
3. Disiplin diri, yaitu orang menaati peraturan tanpa paksaan. 
Kesadaran moral ini adalah sumber dari segala kesadaran 
manusia, misalnya kesadaran hukum, kesadaran kebangsaan, 
kebangsaan bermasyarakat. 
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Selanjutnya adalah unsur ketaatan hukum,. Menurut H. C. 
Kelman31 ketaatan masyarakat terhadap hukum tebagi atas tiga, yaitu : 
1. Ketaatan yang bersifat complience, yaitu jika seseorang taat 
terhadap aturan hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan 
jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 
2. Ketaatan yang bersifat indentification yaitu ketaatan seseorang 
yang terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya 
hubungan baik dengan orang lain. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization  yaitu jika seseorang menaati 
aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai 
dengan nilai-nilai yang dianutnya. 
Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, 
seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan 
salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena compliance, dan tidak 
karena identification atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi, 
seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau 
bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu 
memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus 
ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya 
dengan orang lain. 
Untuk mengetahui kapan suatu peraturan atau undang-undang 
dianggap efektif berlakunya yaitu sebagai berikut 32: 
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a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya; 
b. Jika sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang 
bersifat compliance atau indentification. Dengan kata lain, walupun 
sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum 
atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas 
aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan. 
Jika mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap 
hukum secara umum menurut Achmad Ali yang juga beberapa dari faktor 
berikut diakui oleh C.G. Howard & R.S. Mumners yaitu 33: 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum 
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum 
itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk 
undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk 
mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan 
undang-undang tersebut. 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, 
perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan 
baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu 
dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan 
interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya. 
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c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 
semua penduduk yang ada dalam wilayah, dianggap mengetahui 
seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 
aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, 
sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah 
dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan. 
e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi 
yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum 
tentu tepat untuk tujuan lain. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.  
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan 
sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh 
karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan. 
Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi 
terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah 
mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui 
proses hukum. 
 
 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang 
yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan 
hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang 
dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan 
diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma 
agama, norma adat istiadat atau kebiasaan. Aturan hukum yang 
tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif. 
i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak 
hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut mulai 
dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan 
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum ( 
penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi ), dan 
penerapannya terhadap suatu kasus konkret. 
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang 
minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum 
sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin 
efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat 
dalam keadaan kacau atau situasi perang dahsyat. 
 
 
Sebaliknya jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum 
tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang memengaruhi 
efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut.  Jika yang 
ingin dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka tergantung 
pada beberapa faktor yaitu 34: 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan  
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 
dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan  sesaat, 
yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 
(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.  
Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif 
yaitu sebagai berikut 35: 
1. Perspektif organisatoris 
Memandang perundang-undangan dengan sebagai institusi yang 
ditinjau dari ciri-cirinya. Prespektif ini tidak terlalu memperhatikan 
pribadi-pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau 
perundang-undangan. Beberapa isu yang dapat ditemukan yaitu : 
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a. Kapan timbulnya kebutuhan mendesak untuk menyusun suatu 
perundang-undangan tertentu ? 
b. Kapan timbulnya momen dibutuhkannya perubahan-perubahan 
terhadap perundang-undangan yang ada ? 
c. Dalam bidang kehidupan manakah, perundang-undangan 
tersebut dibutuhkan dan mengapa ada kebutuhan tersebut ? 
d. Pihak pihak manakah yang mempunyai inisiatif untuk 
menyusun atau membentuk perundang-undangan tersebut ? 
e. Golongan-golongan manakah yang merupakan pressure-
groups dalam masyarakat ? 
f. Seberapa besarkah saham institusi-institusi pemerintah dalam 
penyusunan perundang-undangan ? 
2. Perspektif individu (ketaatan) 
Lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana 
pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. 
Perspektif ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan 
pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang 
menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola 
perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas 
perundang-undangan. Beberapa isu – isu yang timbul yaitu sebagai 
berikut : 
a. Dapatkah perundang-undangan mempengaruhi pola-pola perilaku 
warga masyarakat ? 
 
 
b. Sejauh manakah perilkau warga masyarakat dapat diubah oleh 
perundang-undangan ? 
c. Sejauh manakah terjadi perubahan perilaku yang positif atau 
negatif sifatnya ? 
d. Dapatkah perundang-undangan mengubah pola-pola interaksi 
sosial ? 
e. Sejauh manakah perubahan-perubahan pola-pola interaksi sosial 
terjadi. 
 
D. Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat 
Melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah 
hukum tidak otonom atau tidak mandiri seperti yang dianut oleh kaum 
dogmatik. Berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik 
dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakatnya, yaitu aspek 
ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama. 
Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan 
masyarakat. Hukum bertugas mengatasi konflik kepentingan yang 
mungkin timbul di antara anggota masyarakat. Menurut Satjipto 
Rahardjo36 , hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani 
masyarakatnya, maka ia sedikit banyak didikte dan dibatasi oleh 
kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya. Dalam keadaan 
demikian, apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber 
daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya. 
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Menurut ajaran kedaulatan hukum dan Krabbe37 , satu-satunya 
sumber hukum adalah kesadaran hukum. Hukum tidak lain hanya 
memenuhi kesadaran hukum orang banyak. 
Untuk mengetahui bagaimana sikap atau perilaku masyarakat 
terhadap suatu aturan hukum, terdapat dua jenis rumusan aturan hukum 
menurut  Achmad Ali  yaitu sebagai berikut 38: 
1. Rumusan aturan hukum yang bersifat larangan atau perintah. 
Terhadap aturan ini ada tiga kemungkinan sikap dari masyarakat, 
yaitu : 
a. Menaati aturan hukum itu (compliance) 
b. Menyimpang dari aturan hukum itu (deviance) 
c. Mengelak terhadap aturan hukum itu (evasion) 
2. Rumusan aturan hukum yang bersifat membolehkan atau 
mengatur. Terhadap aturan ini ada tiga kemungkinan sikap dari 
masyarakat, yaitu : 
a. Menggunakan aturan hukum itu (use) 
b. Tidak menggunakan aturan hukum itu (nonuse) 
c. Menyalahgunakan aturan hukum itu (misuse) 
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Pengaruh aturan hukum terhadap sikap masyarakat tergantung 
pula pada tujuan aturan hukum yang bersangkutan. Menurut Josep 
Gusfielg membedakannya menjadi dua yaitu 39: 
1. Tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis.  
Tujuan ini tidak tergantung pada penerapannya agar aturan hukum 
itu mempunyai efek tertentu.  
2. Tujuan aturan hukum yang bersifat instrumental.  
Suatu aturan hukum yang bersifat instrumental, apabila tujuannya 
terarah pada suatu sikap tindak atau perilaku konkrit, maka efek 
hukum tadi akan kecil sekali jika tidak diterapkan dalam 
kenyataannya. 
Untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus difungsikan 
menurut fungsi-fungsinya. Menurut Achmad Ali, membedakan fungsi 
hukum ke dalam : 
1. Fungsi hukum sebagai a tool of social control 
Menurut Ronny Hanintijo Soemitro ,kontrol sosial merupakan aspek 
normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi 
definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, 
seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan 
pemberian ganti rugi. 
Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial ialah untuk 
menetapkan tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum. Selain 
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itu, untuk menetapkan sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh 
hukum jika terjadi penyimpangan. 
Menurut J.S. Roucek menyatakan mekanisme pengendalian sosial 
(mechanism of social control ) ialah segala sesuatu yang dijalankan 
untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak 
direncanakan, untuk mendidik, mengajak, atau bukan memaksa 
para warga agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan 
dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.40 
2. Fungsi hukum sebagai a tool of social Engineering 
Pengertian a tool of social engineering dikemukakan oleh Soerjono 
Soekanto yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, 
dalam arti hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of 
change.41 Agent of change atau pelopor perubahan adalah 
seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan 
kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih 
lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin 
masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam 
melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan –tekanan 
untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan 
perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu 
perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan, selalu 
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berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor 
perubahan tersebut. 
Terdapat empat asas penting bagi penggunaan metode law as a 
tool social engineering agar efektivitas peraturan yang dibuat 
mencapai hasil maksimal. Seperti yang digambarkan oleh Adam 
Podgorecki yaitu 42. 
1. Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi. 
2. Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada 
serta menempatkan dalam suatu urutan hierarki. Analisis dalam 
hal ini menyangkup pula pertanyaan, apakah metode yang 
digunakan tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang 
memperburuk keadaan. 
3. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, seperti apakah suatu 
metode yang dipirkan untuk digunakan pada akhirnya memang 
akan mencapai tujuan sebagaimana yang dikehendaki. 
4. Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada. 
3. Fungsi hukum sebagai simbol 
Simbolis itu mencakup proses-proses menerjemahkan 
penggambaran atau atau mengartikan suatu istilah yang sederhana 
tentang hubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang 
timbul dari interaksinya dengan orang lain. 
4. Fungsi hukum sebagai a political instrument 
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Hukum tak mungkin dipisahkan dengan politik. Terutama pada 
masyarakat yang sedang membangun, dimana pembangunan tidak 
lain merupakan keputusan politik dimana pembangunan jelas 
membutuhkan legalitas dari sektor hukum. Seperti yang 
diungkapkan oleh Hans Kellsen, pemisahan politik secara tegas 
sebagaimana dianut oleh ajaran murni tentang hukum, hanya 
berkaitan dengan ilmu hukum, bukan dengan objeknya, yaitu 
hukum. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat 
dipisahkan dengan politik43. 
5. Fungsi hukum sebagai integrator 
Menurut pendapat Harry C. Bredemeier yang menyatakan a law as 
an integrative mechanism, menggunakan fungsi hukum sebagai 
mekanisme pengintegrasian atau integrator, ditumbuhkan dari 
analisinya tentang fungsi-fungsi hukum serta hubungannya dengan 
fungsi subtern lain yang terdapat dalam masyarakat. 
Kerangka tersebut ialah sebagai berikut : 
a. Adaptasi 
b. Pencapaian tujuan (goal pursuance) 
c. Mempertahankan pola (pattern maintenance) 
d. Integrasi 
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E. Pengelolaan Parkir 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar, disebutkan bahwa parkir adalah memberhentikan dan 
menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat 
sementara pada tempat yang ditetapkan.  
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara 
hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan 
umumnya diperbolehkan. Tidak resmi atau ilegal adalah tidak menurut 
hukum atau tidak sesuai aturan. Jadi parkir tidak resmi adalah parkir tidak 
yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam hal ini Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi 
Jalan Umum. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan 
kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. 
Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti 
pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu 
lintas ataupun tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau 
menurunkan orang dan/atau barang. 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum 
yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir. Pemakai 
tempat parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak 
 
 
memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang 
ditetapkan oleh Perusahaan Daerah. 
Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman 
parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan 
fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana 
umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, 
kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. 
Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, 
badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir 
untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang 
diusahakan44. 
Parkir di pinggir jalan merupakan kegiatan parkir yang dilakukan di 
tepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Parkir biasanya 
dilakukan secara parkir paralel atau parkir serong, bila dinyatakan 
demikian dengan rambu dan marka. Parkir di pinggir jalan biasanya 
penting untuk kegiatan bisnis yang ada di pinggir jalan seperti apotek, toko 
24 jam, kantor kecil, atau kegiatan lainnya yang ada di pusat kota. 
Selanjutnya dalam pengelolaan perparkiran terdapat tiga cara 
parkir, berdasarkan susunan kendaraan yaitu parkir paralel, parkir tegak 
lurus, dan parkir serong. Ini adalah konfigurasi dimana pengemudi 
kendaraan dapat mengakses parkir secara mandiri. Adapun mengenai 
ketiga cara parkir tersebut adalah sebagai berikut : 
 
                                                             
44 http://id.wikipedia.org/wiki/Parkir diakses pada tanggal 26 Januari 2014 
 
 
a. Parkir paralel 
Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan 
bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang 
berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi 
kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. 
Parkir paralel adalah cara paling umum dilakasanakan untuk parkir 
mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir 
ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang 
parkir serong tidak memungkinkan. 
b. Parkir tegak lurus 
Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, 
menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis 
mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu 
biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau 
gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan 
parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan 
depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. 
Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang 
jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan 
keluar atau masuk ke ruang parkir. 
c. Parkir serong 
Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan 
ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong 
yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang 
 
 
parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan 
gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak 
lurus. 
Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan 
sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat 
untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi 
lalu lintasnya.  
Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang 
Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, 
rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan 
masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian 
parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar 
kebijakan parkir. 
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar telah diatur mengenai klasifikasi, pemakaian tempat parkir, 
serta larangan dan kewajibannya yaitu : 
1. Pasal 6 mengenai klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi 
berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan laulintas kendaraan. 
2. Pasal  9 mengenai larangan bagi pengguna dan juru parkir : 
a. Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut 
lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan; 
b. Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;  
 
 
c. Dilarang   melakukan   kegiatan   lain   selain   kegiatan 
perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi. 
3. Pasal 10 mengenai kewajiban pengguna tempat parkir dan juru parkir: 
a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;  
b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak 
menggangu lalulintas orang, barang dan kendaraan;  
c. Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;  
d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat 
parkir; 
e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal 
yang ditetapkan oleh Direksi. 
 
F. Ketentuan pidana 
Mengenai ketentuan pidana di atur dalam Pasal 13 yaitu : 
a. Pelanggaran Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
b. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya 
ke kas daerah; 
c. Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, 
pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dijatuhkan sanksi 
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan 
permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis akan melakukan 
penelitian pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya selaku pihak 
yang berwenang dalam mengatasi permasalahan parkir dan parkir swasta 
lain yang yang menyediakan jasa parkir. Selain itu penulis juga akan 
melakukan penelitian pada juru parkir resmi dan tidak resmi yang terdapat 
di beberapa tempat di kota Makassar 
 
B. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 
Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang 
terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian 
mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan 
kemudian hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek 
sosiologis.Secara yuridis penelitian ini mengkaji pada Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi 
Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar Terhadap pelanggaran aturan 
parkir di Kota Makassar. Sedangkan secara sosiologis, penelitian ini 
berfokus pada efektivitas pelaksanaannya. 
 
 
C. Jenis dan sumber data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak serta 
objek yang akan  diteliti. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, laporan hasil 
penelitian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian 
lapangan dan penelitian pustaka : 
1. Penelitian lapangan  
Penelitian lapangan dilakukan dengan tiga cara yaitu : 
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode 
tanya jawab secara langsung kepada responden dan 
narasumber kepada pihak anggota Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya, beberapa juru parkir resmi dan tidak resmi dan 
beberapa pengguna parkir. 
b. Dokumen yaitu diperoleh dari berbagi pihak yang berkaitan 
dengan objek penelitian, dapat berupa foto, bahan statistik, 
laporan berkala dan sebagainya. 
 
 
c. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
memberikan daftar pertanyaan kepada responden.Tujuannya 
adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan 
tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan 
seakurat mungkin. 
2. Penelitian pustaka 
Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari 
buku-buku, surat kabar, internet, majalah, peraturan perundang-
undangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 
diteliti serta data dari kantor terkait. 
 
E. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena 
penelitian ini ingin mempelajari masalah-masalah, fakta-fakta atau 
fenomena yang terjadi di masyarakat dan membuat gambaran terhadap 
situasi yang ada. Setelah itu data dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif 
adalah gambaran dari suatu fakta yang terjadi ketika penelitian 
berlangsung sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian 
yang sebenarnya. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perparkiran di Kota Makassar 
Kota Makassar adalah kota berkembang yang tingkat 
pembangunannya terus meningkat. Hal ini menyebabkan kota Makassar 
semakin padat oleh banyaknya tempat-tempat seperti gedung, toko, demi 
memenuhi kebutuhan masyarakat Makassar yang semakin banyak. 
Dengan adanya tempat-tempat yang semakin banyak menyebabkan lahan 
parkir yang semakin berkurang. Sehingga memanfaatkan tempat parkir  di 
tepi jalan umum. Pembangunan gedung-gedung berlokasi di tepi jalan 
raya yang digunakan untuk kegiatan publik berupa kantor, sekolah, toko 
swalayan, ruko, hotel, restoran, dan rumah-rumah makan yang diijinkan 
dibangun sekalipun tidak dilengkapi analisa dampak lalu-lintas atau tidak 
memiliki lahan parkir. Lokasi perkantoran baik swasta maupun pemerintah 
menjadi titik macet setiap hari. Lantaran pegawai atau karyawannya 
menggunakan badan jalan di sekitar kantor untuk memarkir kendaraan. 
1. Parkir tepi jalan umum 
Dalam pemanfaatan tepi jalan umum sebagai tempat parkir, 
maka pemerintah kota Makassar telah memberikan wewenang 
kepada PD Parkir Makassar Raya untuk mengelola perparkiran di 
tepi jalan umum sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. PD Parkir Makassar Raya 
sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan 
 
 
pelayanan publik dalam hal pemungutan retribusi parkir, mengelola 
empat jenis retribusi parkir yaitu : 
a. Retribusi parkir tepi jalan umum 
b. Retribusi parkir insidentil adalah retribusi yang dipungut ketika 
ada acara tertentu, misalnya pesta perkawinan dan lain-lain 
c. Retribusi parkir komersial adalah retribusi parkir yang atas 
angkutan truck/barang yang melewati perbatasan kota 
d. Retribusi parkir langganan bulanan adalah retribusi parkir yang 
dipungut atas kompleks pertokoan setiap bulan. Sedangkan 
pemungutan retribusi parkir yang di supermarket atau mall 
pemungutannya dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan 
Daerah. 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah 
perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk 
mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari 
pendirian PD Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan 
efisiensi efektivitas dalam pemberian pelayanan perparkiran 
kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan 
asli daerah dari sektor retribusi parkir. Sesuai dengan Perda No. 17 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum 
ketentuan tarif parkir yang telah ditetapkan yaitu Rp 1.000 untuk 
motor dan Rp 1.500 untuk mobil, sedangkan untuk wilayah Asindo  
 
 
( Boulevard dan Pengayoman ), daerah pasar, Alaska, esidentil 
atau parkir dadakan tarif parkir untuk mobil menjadi Rp 2.000 dan 
motor tetap.  
Tabel 1 : Data Penerimaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar 
No Wilayah Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 
1 Tepi jalan  Rp 3.167.885.624 Rp 3.811.722.400 Rp 4.054.100.279 
2 Asindo Rp 783.066.700 Rp 1.232.261.900 Rp 1.507.175.000 
3 Pasar Rp 218.924.000 Rp 318.970.400 Rp 383.818,800 
4 Gabungan Rp 2.449.243.550 Rp 3.042.307.050 Rp 3.372.398.396 
Total Rp 6.619.079.874 Rp 8.405.261.750 Rp 9.317.492.475 
Sumber : Data PD Parkir Makassar Raya tahun 2011, 2012 dan 2013 
Melihat tabel diatas bahwa penerimaan dari sektor parkir 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan hal yang 
positif bagi pendapatan asli daerah kota Makassar. Hal ini 
membuktikan bahwa pendapatan dari sektor parkir sangat 
menjanjikan jika dikelola secara baik dan benar.  
Jika melihat mekanisme pemungutan retribusi dari para jukir, 
yaitu pihak PD Parkir yaitu tim kolektor/pengawas yang secara 
langsung setiap hari mendatangi para juru parkir di tempat 
perparkiran. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir 
terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu 
mendatangi PD Parkir untuk menyerahkan penghasilan mereka dan 
memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan 
 
 
hasil retribusi parkir. Semua hasil dari retribusi parkir tersebut akan 
masuk ke kas PD Parkir yang kemudian akan diserahkan ke daerah 
yakni Dispenda selaku instansi yang mengelola Pendapatan Asli 
Daerah.  
Dalam mengelola perparkiran tepi jalan umum di Kota 
Makassar, PD Parkir Makassar raya berkewajiban untuk 
memberikan pelatihan kepada para juru parkir. Dari data yang 
penulis peroleh dari PD Parkir Makassar Raya mengenai jumlah 
juru parkir resmi yaitu 1.293 di 853 titik. 
Tabel 2 : Data Perkembangan Titik dan Juru Parkir Tahun 2014 
Wilayah 
Jumlah 
Titik Parkir Juru Parkir 
I 46 63 
II 45 60 
III 56 65 
IV 44 64 
V 30 45 
VI 103 176 
VII 66 96 
VIII 51 78 
IX 65 81 
X 54 73 
XI 42 53 
XII 56 58 
XIII 27 36 
XIV 30 45 
XV (Asindo) 127 192 
XVI (Pasar) 83 83 
Sekolah  15 15 
Gabungan 97 98 
JUMLAH 853 1.293 
          Sumber : Data PD Parkir Makassar Raya tahun 2014 
 
 
Sesuai dengan data di atas bahwa cukup banyak juru parkir 
yang telah terdaftar di PD Parkir, namun hal itu belum menjamin 
tidak terjadinya tindakan ilegal oleh juru parkir. Oleh sebab itu 
diperlukan pengawasan dan pelatihan serta pemberian sanksi yang 
tegas oleh pemerintah dalam menindak kasus tersebut.  
Pada dasarnya parkir di bahu jalan ini dapat berdampak 
pada kemacetan jika tidak dikelola secara benar. Oleh sebab itu 
pemerintah kota Makassar membatasi adanya kegiatan parkir di 
bahu jalan ini dengan tujuan untuk meminimalisir kemacetan. 
Sesuai dengan peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar nomor 
64/2011 tentang larangan parkir di bahu jalan pada lima ruas jalan 
yaitu Jalan Urip Sumoharjo, AP Pettarani, DR Ratulangi, Jl. Perintis 
Kemerdekaan dan Ahmad Yani yang diberlakukan efektif 2014. 
2. Parkir Swasta 
Dalam pengelolaan perparkiran di kota Makassar selain 
dikelola oleh Perusahaan Daerah, dikelola pula oleh perusahaan 
swasta yang biasanya terdapat pada pusat perbelanjaan seperti 
mall, rumah sakit dan lain-lain yang memiliki tempat parkir khusus. 
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pajak 
Parkir yang mengatur mengenai pengelolaan parkir diluar badan 
jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha,   termasuk   penyediaan   tempat   
penitipan kendaraan bermotor baik yang memungut  bayaran 
 
 
secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh 
penyedia jasa perparkiran yang menyediakan jasa perparkiran 
swasta. 
Dalam hal pengelolaan parkir yang dikelola oleh swasta maka 
pihak swasta menyediakan jasa parkir di suatu tempat usaha dan 
mengenai ketentuan tarif parkir diatur dalam Peraturan Daerah No. 
13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir Penyelenggara  atau  
pengelola,  dapat  mengajukan manajemen parkir tambahan (lewat 
waktu jam pertama) dengan tarif tidak melebihi 50 % (lima puluh 
persen) dari  tarif pelayanan perparkiran satu jam pertama, dan 
atau langganan (mingguan, bulanan, tahunan), yang berlaku 
setelah mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota 
Makassar Nomor 973/881/- KEP/V/2013, tarif parkir untuk mobil Rp 
3.000 setelah satu jam berikutnya Rp 2.000 per jam. Sedangkan 
untuk tarif parkir sepeda motor satu jam pertama Rp 2.000 dan satu 
jam berikutnya Rp 1.000. Peraturan bagi pengguna parkir yang 
akan memasuki tempat parkir yang dikelola oleh swasta adalah 
wajib membawa STNK serta diberikan karcis parkir sehingga dapat 
dijadikan bukti kedepannya , dan pada saat keluar pun ada 
pemeriksaan STNK dan karcis parkir ditambah lagi ada beberapa 
petugas parkir yang menjaga di area parkir . Jadi dapat dikatakan 
bahwa keamanannya cukup terjamin. Mengenai perparkiran yang 
 
 
dikelola oleh swasta maka pemungutan retribusinya langsung 
dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu 
dengan memungut pajak parkir dari setiap tempat usaha yang 
memiliki tempat parkir khusus yaitu yang dikelola oleh perusahaan 
swasta adalah sebesar 30%. 
 
B. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar 
Terhadap Pelanggaran Aturan Parkir 
Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai 
tujuannya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah 
sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. 
Hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai 
yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. 
Dari hasil kuesioner, penulis akan memaparkan jumlah responden 
pengguna tempat parkir yang telah diberikan kuesioner. 
Tabel 3 
Jumlah Responden Pengguna Tempat Parkir 
No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 
1 Pegawai Negeri 15 orang 25 % 
2 Pegawai Swasta 15 orang 25 % 
3 Wiraswasta 15 orang 25 % 
4 Pelajar/Mahasiswa 15 orang 25 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
 
 
Berdasarkan hasil kuesioner maka pengguna tempat parkir tepi 
jalan umum adalah pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta,  dan 
pelajar/mahasiswa yaitu masing-masing 15 orang. 
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan 
maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu 
ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Yaitu jika aturan tersebut ditaati 
oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan, dalam hal ini 
adalah pengguna parkir dan juru parkir. Indikator yang kedua yaitu jika 
ketaatan sebagain besar warga masyarakat pengguna parkir dan juru 
parkir hanya ketaatan yang bersifat compliance atau identification. 
Dengan kata lain, walupun sebagian besar warga masyarakat terlihat 
menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau 
kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat 
dipertanyakan. 
Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir 
Tepi Jalan Umum, mengatur mengenai kewajiban juru parkir yaitu wajib 
mengenakan seragam dan tanda pengenal, wajib memberikan karcis 
parkir, serta wajib mematuhi aturan tarif parkir. Selain itu ada juga 
kewajiban bagi pengguna parkir yaitu dilarang memarkirkan parkir di luar 
tempat parkir yang telah ditetapkan dan wajib mematuhi aturan tarif parkir. 
Sesuai dengan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh 
penulis maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden 
(pengguna parkir) yaitu seberapa seringkah anda memarkirkan kendaraan 
 
 
diluar tempat parkir yang telah disediakan ?. Maka jawaban dari pengguna 
parkir adalah sebagai berikut. 
Tabel 4 
Tanggapan Responden Mengenai Memarkirkan Kendaraan di Luar 
Tempat Parkir yang Disediakan 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Sering  10 orang 16,7 % 
2 Jarang 40 orang 66,6 % 
3 Tidak pernah 10 orang 16,7 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data di atas terlihat bahwa dari 60 responden 10 orang sering, 
40 orang jarang dan 10 orang tidak pernah parkir diluar tempat parkir yang 
disediakan. Sesuai dengan data diatas terlihat bahwa sebagian besar 
responden pernah memarkirkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah 
disediakan oleh pemerintah, misalnya di tempat yang ada rambu larangan 
parkir. Hal ini membuktikan bahwa ketaatan pengguna parkir yang kurang 
karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. 
Selanjutnya adalah kewajiban juru parkir untuk memberikan karcis 
parkir kepada pengguna parkir. Karcis parkir digunakan sebagai bukti 
bahwa pengguna tempat parkir telah membayar retribusi parkir yang 
digunakan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 
Oleh sebab itu maka penulis mengajukan pertanyaan kepada pengguna 
parkir yaitu seberapa seringkah mereka tidak diberikan karcis parkir atau 
 
 
karcis yang diberi telah lewat masa berlakunya oleh juru parkir ?. Maka 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 5 
Tanggapan Responden Mengenai Tidak Diberikan Karcis Parkir atau 
Karcis yang Diberi Telah Lewat Masa Berlakunya 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Sering  36 orang 60 % 
2 Jarang 17 orang 28,3 % 
3 Tidak pernah 7 orang 11,7 % 
Jumlah  60 100 % 
  Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data diatas didapatkan hasil bahwa dari 60 responden maka 
36 orang menjawab sering, 17 orang jarang dan 7 orang menjawab tidak 
pernah. Sesuai dengan data diatas dapat dikatakan bahwa sebagian 
besar pengguna parkir sering tidak diberikan karcis parkir oleh juru parkir. 
Sedangkan jika melihat kewajiban dari juru parkir sesuai dengan Perda 
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum 
menyatakan bahwa juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada 
pengguna tempat parkir. 
Untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai karcis parkir 
tersebut maka penulis memberikan pertanyaan kepada juru parkir yaitu 
seberapa seringkah anda memberikan karcis parkir kepada pengguna 
tempat parkir ?. Maka didapatkan hasil sebagai berikut : 
 
 
 
Tabel  6 
Jawaban Responden (juru parkir) Mengenai  Memberikan Karcis 
Parkir kepada Pengguna Parkir 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Sering  14 orang 28 % 
2 Jarang 31 orang 62 % 
3 Tidak pernah 5 orang 10 % 
Jumlah  50 100 % 
Sumber : Juru parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
 
Dari data yang diperoleh melalui kuisioner di atas bahwa dari 50 
responden (juru parkir) didapatkan jawaban yaitu 14 orang menjawab 
sering, 31 orang jarang dan 5 orang menjawab tidak pernah. Sesuai 
dengan data diatas dapat dikatakan bahwa juru parkir jarang memberikan 
karcis parkir kepada pengguna tempat parkir. Padahal jika melihat 
kewajiban dari juru parkir sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa juru 
parkir wajib memberikan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir. 
Kebanyakan alasan dari juru parkir tersebut adalah mereka tidak 
memberikan karcis parkir karena pengguna tempat parkir tidak 
memintanya. Jika melihat alasan tersebut sebenarnya juru parkirlah yang 
wajib memberikan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir tanpa ada 
permintaan oleh pengguna tempat parkir. 
Selanjutnya untuk mengetahui ketaatan pengguna tempat parkir 
dan juru parkir terhadap aturan parkir sesuai dengan Perda Nomor 17 
 
 
Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum, yaitu mengenai 
kewajiban memungut tarif parkir yang sesuai dengan ketetapan 
pemerintah. Pertama penulis mengajukan pertanyaan kepada pengguna 
tempat parkir yaitu apakah mereka pernah diharuskan membayar biaya 
parkir oleh juru parkir  yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh 
pemerintah ? ( tarif parkir R2 = Rp 1.000 dan R4 = Rp 1.500 ). Maka 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 7 
Tanggapan Responden Mengenai Pernah Diharuskan Membayar 
Biaya Parkir yang tidak Sesuai Tarif  yang Ditetapkan Pemerintah 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 56 orang 93,3 % 
2 Tidak 4 orang 6,7 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Sesuai dengan data diatas dari 60 responden terdapat 56 orang 
yang menjawab ya dan 4 orang responden menjawab tidak. Dari hasil 
kuesioner diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar warga pengguna 
tempat parkir pernah diharuskan membayar retribusi parkir oleh juru parkir 
yang tidak sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai 
dengan data diatas ternyata masih banyak juru parkir yang melakukan 
tindakan tidak resmi (ilegal) dengan memungut biaya parkir yang tidak 
sesuai dengan tarif resmi dari pemerintah. Hal ini tentu saja bertentangan 
dengan Pasal 10 (c) Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan 
 
 
Parkir Tepi Jalan Umum, yang menyatakan bahwa juru parkir wajib 
menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku. 
Selanjutnya untuk lebih mengetahui intensitas pengguna tempat 
parkir diharuskan membayar biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif 
parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, 
maka penulis memberikan kuesioner kepada pengguna tempat parkir dan 
diperoleh data sebagai berikut : 
Tabel 8   
Tanggapan Responden Mengenai Diharuskan Membayar Biaya Parkir 
yang tidak Sesuai Tarif  yang Ditetapkan Pemerintah 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Sering 38 orang 63,3 % 
2 Jarang 22 orang 36,7 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Setelah mengetahui tanggapan masyarakat pengguna tempat 
parkir mengenai pernah atau tidaknya diharuskan membayar biaya parkir 
yang tidak sesuai dengan tarif yang resmi, maka penulis mencari tahu 
seberapa seringkah hal itu terjadi, maka sesuai dengan data diatas dari 60 
responden didapatkan hasil yaitu 38 orang menjawab sering dan dan 22 
orang menjawab jarang. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa bukan 
hanya masyarakat pengguna parkir pernah tetapi juga sering diharuskan 
membayar biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang resmi.  
 
 
Adanya hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor 
diantara adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk 
kepentingan pribadi. Yang banyak penulis temukan dilapangan adalah 
adanya juru parkir yang tidak resmi yang mengatasnamakan PD Parkir 
Makassar Raya. Dari hasil pengamatan dan wawancara beberapa juru 
parkir penulis dapat berpendapat bahwa ada pihak-pihak yang 
menggunakan atribut PD Parkir akan tetapi mereka tidak terdaftar sebagai 
juru parkir resmi di PD Parkir Makassar Raya. Hal inilah yang menjadi 
ketidaktahuan dari masyarakat pengguna tempat parkir mengenai juru 
parkir tidak resmi yang menggunakan atribut PD Parkir sehingga sering 
terjadi tindakan ilegal oleh juru parkir tersebut dengan memungut retribusi 
parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. 
Selain itu adanya juru parkir tidak resmi yang memanfaatkan 
tempat – tempat yang dilarang untuk mengadakan kegiatan perparkiran 
menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi karena kegiatan ini 
bersifat tidak tetap. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara pada 
seorang juru parkir tidak resmi bernama Herman ( 34 tahun) yang berada 
di depan RS Wahidin Sudirohusodo pintu 2 Unhas45. Adapun hasil 
wawancara tersebut yaitu bahwa ada pihak yang memanfaatkan tempat 
tersebut yaitu tukang ojek yang menyuruh untuk menjadi juru parkir dan 
memberikan setoran kepadanya yaitu sebesar Rp 20.000 per hari. Selain 
itu Herman juga menetapkan tarif parkir sebesar Rp 2.000 dan tidak 
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pernah memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir. Lebih lanjut 
bahwa lokasi tempat parkir Herman tersebut terdapat rambu larangan 
parkir.  
Adapun mengenai titik-titik lokasi parkir tidak resmi yang penulis 
temukan selama penelitian yaitu di depan RS Wahidin Sudirohusodo, 
samping bank BTN BTP, Jl. AP. Pettarani, depan Pasar Mode, dan 
beberapa tempat di pasar sentral Makassar. Kebanyakan di beberapa 
lokasi tersebut banyak terjadi pelanggaran parkir. Diantaranya yaitu tarif 
parkir yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak 
diberikan karcis parkir, lokasi yang tidak diperbolehkan untuk memarkirkan 
kendaraan. 
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai derajat efektivitas hukum 
itu, maka harus diketahui seberapa besar warga masyarakat yang hanya 
ketaatan yang bersifat compliance atau indentification. Dengan kata lain, 
walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan parkir 
sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir 
Tepi Jalan Umum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas 
efektivitas aturan tersebut atau perundang-undangan itu masih dapat 
dipertanyakan. 
Oleh sebab itu penulis mengajukan pertanyaan yang relevan 
dengan teori tersebut kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir. 
Yaitu apa alasan mereka ( pengguna tempat dan juru parkir) taat terhadap 
aturan parkir ?. Maka didapatkan hasil sebagai berikut : 
 
 
Tabel 9 
Tanggapan Responden Tentang Alasan Taat Terhadap Aturan Parkir 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Takut kena sanksi 31 orang 51,6 % 
2 Malu terhadap orang lain 7 orang 11,7 % 
3 Sesuai dengan nilai intrinsik 15 orang 25 % 
4 Alasan lainnya 7 orang 11,7 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Tabel 10 
Tanggapan Responden (juru parkir) Mengenai Alasan Taat Terhadap 
Aturan Parkir 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Takut kena sanksi 26 orang 52 % 
2 Malu terhadap orang lain 14 orang 28 % 
3 Sesuai dengan nilai intrinsik 10 orang 20 % 
4 Alasan lainnya - 0 % 
Jumlah  50 100 % 
Sumber : Juru parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data tabel 9 di atas bahwa dari 60 responden ( pengguna 
tempat parkir ) didapatkan jawaban yaitu 31 orang menjawab takut kena 
sanksi, 7 orang malu terhadap orang lain, 15 orang sesuai dengan nilai 
intrinsik dan 7 orang menjawab alasan lain. Selanjutnya dari tabel 10 
bahwa 50 responden ( juru parkir ) didapatkan jawaban yaitu 26 orang 
menjawab takut kena sanksi, 14 orang malu terhadap orang lain dan 10 
orang menjawab sesuai dengan nilai intrinsik. Sesuai dengan kedua tabel 
 
 
diatas dapat dikatakan bahwa  sebagian besar warga pengguna tempat 
parkir dan juru parkir hanya ketaatan yang bersifat compliance. Artinya 
sebagian besar warga pengguna tempat parkir dan juru parkir hanya taat 
terhadap aturan tersebut karena takut akan sanksi saja sehingga kualitas 
efektivitas aturan tersebut masih rendah. 
 
C. Faktor – Faktor yang Menghambat Pemerintah dalam Mengatasi 
Pelanggaran Aturan Parkir di Kota Makassar. 
Setelah mengetahui aturan parkir yang diatur dalam Perda Nomor 
17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum telah berjalan 
efektif atau belum. Maka berikut yang harus diketahui adalah faktor-faktor 
yang menjadi masalah aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan 
semestinya atau tidak mencapai tujuan hukum atau keberhasilan hukum itu 
sendiri. 
Berikut adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis 
untuk mengetahui hambatan dalam mengatasi parkir tidak resmi di kota 
Makassar. 
a. Faktor hukumnya sendiri 
Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir 
Tepi Jalan Umum telah diatur mengenai penetapan sanksi bagi pengguna 
tempat parkir dan juru parkir yang tidak menaati aturan tersebut. Menurut 
pendapat penulis besarnya sanksi tidak sebanding dengan kondisi 
 
 
masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir itu sendiri. Oleh sebab 
itu penulis memberikan pertanyaan yang relevan kepada juru parkir yaitu 
apakah mereka setuju bahwa tidak memberikan karcis kepada pengguna 
parkir dan tidak menggunakan seragam atau tanda pengenal akan 
dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling 
banyak Rp 50.000.000 ?. Maka didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 11 
Tanggapan Responden (juru parkir) Mengenai setuju atau tidaknya 
terhadap aturan tersebut. 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 24 orang 48 % 
2 Tidak 26 orang 52 % 
Jumlah  50 100 % 
Sumber : Juru parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data diatas bahwa 50 responden didapatkan bahwa 24 orang 
menjawab ya dan 26 orang menjawab tidak. Maka dapat dikatakan bahwa 
sebagian besar juru parkir tidak setuju dengan aturan tersebut, karena 
besaran sanksi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada 
sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut tidak 
berjalan efektif. Hal juga dikatakan oleh pihak PD Parkir bahwa belum ada 
yang pernah diberikan penerapan sanksi tersebut baik juru parkir maupun 
pengguna tempat parkir. Semuanya hanya sebatas diberikan teguran dan 
peringatan. Sanksi yang tinggi memang bermaksud untuk memberikan 
 
 
efek jera namun penetapan sanksi juga harus memperhatikan kondisi 
masyarakatnya sehingga aturan tersebut dapat ditegakkan. 
Selain hal itu, penulis melakukan wawancara pada  Asrarudin 
selaku Kepala Bagian Umum PD Parkir46 mengenai ganti kerugian apabila 
terjadi kehilangan oleh pengguna tempat parkir. Adapun hasilnya yaitu 
tidak ada ganti kerugian oleh PD Parkir Makassar Raya sesuai dengan 
Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan 
Umum. Lebih lanjut bahwa ada laporan mengenai kehilangan oleh 
pengguna tempat parkir tersebut.  
Jika melihat hasil wawancara di atas bahwa tidak adanya ganti 
kerugian yang di atur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum menyebabkan tidak adanya bentuk 
tanggung jawab oleh pemerintah selaku penyelenggara dalam hal ini PD 
Parkir Makassar Raya. Pemerintah terkesan berlepas tangan dalam hal 
tanggung jawab dan hanya ingin mengambil keuntungan dari pajak parkir. 
Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masayarakat akan berkurang 
pada pemerintah khususnya pengelola perparkiran di kota Makassar. 
b. Faktor penegak hukum 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 
mempunyai  ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka 
yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap 
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penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.Oleh karena itu, 
seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan 
sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan 
jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 
PD Parkir Makassar Raya sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum yang memberikan 
wewenang untuk mengelola dan melakukan pengawasan. 
Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi 
jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek 
pada system penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak 
didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat. 
Dalam hal ini PD Parkir Makassar Raya mempunyai kewajiban 
untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir tepi jalan 
umum di kota Makassar. Untuk mengetahui sejauh mana peranan PD 
Parkir Makassar Raya dalam menangani adanya pelanggaran parkir 
sesuai dengan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolan 
Parkir Tepi Jalan Umum, maka penulis melakukan wawancara pada  
Asrarudin selaku Kepala Bagian Umum PD Parkir47. Adapun hasil 
wawancara yaitu bahwa belum ada penerapan sanksi sesuai  yang 
tercantum pada pasal 13 Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum. Jika ada ditemukan pelanggaran 
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maka hanya sebatas diberikan teguran dan pembinaan. Selanjutnya jika 
ditemukan juru parkir tidak resmi maka akan diberikan pembinaan dan 
diajak untuk diresmikan. Bahwa untuk melakukan pengawasan pihak PD 
Parkir bekerja sama dengan Kepolisian tiga kali dalam seminggu untuk 
melakukan penertiban juru parkir tidak resmi. Dan jika ada laporan 
mengenai juru parkir tidak resmi maka Kepolisian akan menangkap 
kemudian dibina dan menghubungi pihak PD Parkir Makassar Raya.  
Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa PD Parkir Makassar 
Raya kurang memberikan pengawasan terhadap pengelolaan parkir tepi 
jalan umum di kota Makassar. Dan melihat bahwa hanya ada sepuluh (10) 
tim pengawas untuk mengawasi 853 titik parkir dengan 1.293 juru parkir 
yang tersebar di berbagai tempat di kota Makassar. Selain itu belum 
adanya penerapan sanksi bagi kasus pelanggaran yang terjadi padahal 
sudah jelas telah ada sanksi bagi para pelanggar baik juru parkir maupun 
pengguna tempat parkir. Lebih lagi tidak adanya data yang tercatat oleh 
PD Parkir mengenai kasus pelanggaran juru parkir dan pengguna parkir 
padahal telah ada laporan yang masuk dan telah ditemukan pelanggaran 
tiap bulan akan tetapi tidak tercatat sehingga tidak bisa dijadikan bahan 
evaluasi untuk kedepannya.  
Jika melihat bahwa belum adanya penerapan sanksi bagi para 
pelanggar tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Karena tidak dapat 
memberikan efek jera kepada para pelanggar tersebut. Oleh sebab itu 
diperlukan tindakan tegas oleh PD Parkir Makassar Raya untuk menindak 
 
 
para pelanggar untuk memberikan kesadaran dan ketaatan masyarakat 
terhadap hukum itu sendiri.  
Sesuai penjelasan di atas, faktor penegak hukum yang dalam hal 
ini yaitu pihak PD Parkir Makassar Raya mempunyai peran yang penting 
dalam memfungsikan hukum. Ketika peraturannya sudah baik tetapi 
kualitas penegak hukum rendah maka aturan hukum tersebut tidak akan 
berlaku sebagaimana mestinya. 
Lebih lanjut sesuai hasil wawancara dengan pihak PD Parkir 
Makassar Raya bahwa telah ada sosialisasi mengenai Perda Nomor 17 
Tahun 2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum dan ada 
pembinaan tiap tahun yang bekerjasama dengan Kepolisian.  
Berdasarkan wawancara diatas, penulis membuat pertanyaan yang 
relevan yang diajukan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir 
yaitu apakah mereka pernah mengikuti sosialisasi Perda Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Pengelolan Parkir Tepi Jalan Umum ?. Maka didapatkan 
hasil sebagai berikut : 
Tabel 12 
Tanggapan Responden Pernah atau tidaknya Mengikuti Sosialisasi 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 4 orang 6,7 % 
2 Tidak 56 orang 93,3 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
 
 
Tabel 13 
Tanggapan Responden (juru parkir) Mengenai Pernah atau tidaknya 
Mengikuti Sosialisasi Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan Umum 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 6 orang 12 % 
2 Tidak 44 orang 88 % 
Jumlah  50 100 % 
Sumber : Juru parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data di atas tabel terdapat 60 responden (pengguna tempat 
parkir) dan didapatkan jawaban 4 orang menjawab ya dan 56 orang 
menjawab tidak. Dari data tabel terdapa 50 responden (juru parkir) dan 
didapatkan jawaban 6 orang menjawab ya dan 44 orang menjawab tidak. 
Dari tabel dan tabel didapatkan hasil bahwa sebagian besar pengguna 
tempat parkir dan juru parkir tidak pernah mengikuti sosialisasi Perda No. 
17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Dari data 
tersebut diketahui bahwa sebagian besar responden tidak pernah 
mengikuti sosialisasi Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan Umum hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang adanya aturan parkir tersebut. Hal ini menyebabkan 
pengetahuan hukum tentang aturan parkir tersebut masih rendah akibat 
dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat kota Makassar. Serta 
penerapan sanksi akan diterima oleh masyarakat jika telah ada sosialisasi 
terlebih dahulu. 
 
 
Lebih lanjut mengenai penegakan aturan parkir tidak terlepas dari 
kualitas juru parkir itu sendiri. Dalam hal penetapan juru parkir PD Parkir 
Makassar berkewajiban untuk melakukan pelatihan terhadap juru parkir 
sebelum siap untuk diterjunkan ke lokasi parkir yang ada di berbagai 
tempat di kota Makassar. Dari hasil wawancara dengan Kabag Umum PD 
Parkir Makassar didapatkan hasil bahwa PD Parkir selalu melakukan 
pelatihan kepada juru parkir yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian. 
Untuk mengetahui kualitas dari juru parkir maka penulis 
mengajukan pertanyaan kepada responden ( pengguna parkir )  karena 
pengguna parkirlah yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari 
juru parkir. Adapaun pertanyaannya adalah bagaimanakah kualitas juru 
parkir yang disediakan pemerintah ?. Maka diperoleh hasil sebagai 
berikut: 
Tabel 14 
Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Juru Parkir 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik - 0 % 
2 Baik 13 orang 21,7 % 
3 Kurang Baik 42 orang 70 % 
4 Tidak Baik 5 orang 8,3 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data diatas dengan 60 responden diperoleh jawaban yaitu 13 
orang menjawab baik, 42 orang menjawab kurang baik, dan 5 orang 
 
 
menjawab tidak baik. Dari hasil tersebut terlihat bahwa sebagian besar 
masyarakat menganggap bahwa kualitas juru parkir kurang baik. 
Kebanyakan alasan pengguna tempat parkir berpendapat seperti itu 
karena menurut mereka ada beberapa juru parkir yang sering meminta 
biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi, tidak memberikan karcis 
parkir dan terkesan seperti preman yang membuat pengguna parkir 
terpaksa memberikan sesuai dengan yang diminta oleh juru parkir 
tersebut. 
Untuk lebih mengetahui dan memperjelas hasil di atas mengenai 
kualitas juru parkir yang disediakan oleh pemerintah. Maka penulis 
mengajukan pertanyaan kepada juru parkir yaitu apakah mereka pernah 
mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah ?. Maka diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
Tabel 15 
Tanggapan Responden (juru parkir) Mengenai Pernah atau tidaknya 
Mengikuti Pelatihan Juru Parkir oleh PD Parkir Makassar 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 20 orang 40 % 
2 Tidak 30 orang 60 % 
Jumlah  50 100 % 
Sumber : Juru parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data di atas dengan 50 responden ( juru parkir) diperoleh 
jawaban yaitu 20 orang menjawab ya dan 30 orang menjawab tidak. Dari 
hasil tersebut tampak bahwa sebagian besar juru parkir tidak pernah 
 
 
mengikuti pelatihan juru parkir yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal 
ini PD Parkir Makassar Raya. Melihat bahwa sebagian besar juru parkir 
tidak pernah mengikuti pelatihan juru parkir maka ada kemungkinan para 
juru parkir tidak siap untuk menjadi juru parkir yang mempunyai kualitas 
baik. Sehingga dapat terjadi berbagai tindakan-tindakan tidak resmi 
seperti juru parkir yang meminta biaya parkir yang tidak sesuai dengan 
tarif resmi, tidak memberikan karcis parkir ataupun melakukan tindakan-
tindakan tidak resmi lainnya. Sesuai dengan hasil di atas maka 
menguatkan hasil dari tabel sebelumnya. Jadi diperoleh hasil bahwa untuk 
mengetahui efektifnya aturan parkir yang diatur dalam Perda No. 17 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dipengaruhi 
oleh kualitas juru parkir yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan 
diperoleh hasil bahwa kualitas juru parkir kurang baik atau tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
Berkaitan dengan kualitas juru parkir maka penulis juga mencari 
tahu mengenai pengetahuan juru parkir terhadap terhadap isi Perda No. 
17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Oleh 
sebab itu penulis mengajukan pertanyaan yaitu apakah mereka tahu atau 
tidak adanya sanksi pidana dan denda bagi juru parkir yang tidak 
memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir atau tidak 
menggunakan seragam dan tanda pengenal parki yang telah ditetapkan 
oleh PD Parkir Makassar Raya?. Maka diperoleh hasil sebagai berikut : 
 
 
 
Tabel 16   
Tanggapan Responden (juru parkir) Mengenai tahu atau tidaknya 
bahwa Ada Sanksi Pidana dan Denda Bagi Juru Parkir yang tidak 
Memberikan Karcis 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 17 orang 34 % 
2 Tidak 33 orang 66 % 
Jumlah  50 100 % 
Sumber : Juru parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
Dari data di atas dengan 50 responden ( juru parkir ) diperoleh hasil 
yaitu 17 orang menjawab ya dan 37 orang menjawab tidak. Sesuai 
dengan hasil tersebut maka diperoleh hasil bahwa sebagian besar juru 
tidak mengetahui isi Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan Umum yaitu mengenai penetapan sanksi sanksi pidana 
berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 50. 
000.000 bagi juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada 
pengguna parkir atau tidak menggunakan seragam dan tanda pengenal 
parki yang telah ditetapkan oleh PD Parkir Makassar Raya. 
c. Faktor sarana atau fasilitas 
Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk 
mengefektifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan 
hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang 
mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana 
 
 
atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual48. 
Dalam hal pengadaan tempat parkir yang berada di tepi jalan 
umum ataupun terkait badan usaha yang tidak mempunyai pelataran 
parkir maka penetapan titik parkir ditetapkan oleh PD Parkir Makassar 
Raya melalui keputusan direksi dan tidak bertentangan dengan rambu 
larangan parkir. Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengajukan 
pertanyaan yang relevan kepada pengguna tempat parkir yaitu 
bagaimanakah kondisi fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah ?. 
Maka diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 17 
Tanggapan Responden Mengenai Kondisi Fasilitas Parkir 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik - 0 % 
2 Baik 11 orang 18,3 % 
3 Kurang Baik 43 orang 71,7 % 
4 Tidak Baik 6 orang 10 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
 Dari data diatas dengan 60 responden diperoleh jawaban yaitu 11 
orang menjawab baik, 43 orang menjawab kurang baik, dan 6 orang 
menjawab tidak baik. Dari hasil tersebut maka sebagian besar masyarakat 
berpendapat  bahwa kondisi tempat parkir kurang baik. Hal ini juga sesuai 
                                                             
48 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, 
Hal.375 
 
 
dengan pengamatan  penulis bahwa tempat-tempat parkir dianggap 
kurang aman, karena tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan 
kepada pengguna parkir, selain itu kurangnya rambu-rambu yang 
membolehkan untuk parkir. Lebih lanjut bahwa kurangnya rambu-rambu 
mengenai tarif parkir resmi yang ditetapkan oleh PD Parkir Makassar 
Raya, yang ada di sekitar daerah Asindo dan daerah Jl. Cendrawasih dan 
itupun hanya beberapa buah saja. Padahal rambu ini cukup penting untuk 
memberikan pengetahuan kepada pengguna tempat parkir akan tarif 
resmi agar terhindar dari tindakan parkir tidak resmi. Menurut hasil 
wawancara dengan beberapa pengguna parkir bahwa ada beberapa 
tempat yang juru parkirnya melarang untuk mengunci stang motor karena 
untuk memudahkan keluar masuknya kendaraan lain.  
 Dengan begitu terlihat bahwa sarana atau fasilitas kurang baik 
karena dalam aturan parkir saja tidak ada bentuk tanggung jawab atau 
ganti kerugian oleh pemerintah sedangkan di tempat parkir, para juru 
parkir justru melarang untuk mengunci stang motor. Jika tempat parkir 
memungkinkan untuk menampung kendaraan serta jalur keluar masuknya 
maka seharusnya setiap kendaraan diperbolehkan untuk mengunci stang 
motornya demi keamanan kendaraan. Hal ini lah yang menyebabkan 
kepercayaan masyarakat yang kurang akan keamanan tempat parkir 
akibat buruknya fasilitas parkir. 
 
 
 
 
d. Faktor masyarakatnya 
Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup 
mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak 
sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada 
keefektifan. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran hukum yang 
positif atau disebut ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran 
hukum yang negatif disebut ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum 
merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian 
antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. 
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat 
dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 
diharapkan. 
Untuk mengetahui kesadaran hukum maka penulis mengajukan 
pertanyaan sesuai dengan tabel 4. Dari data tersebut terlihat bahwa dari 
60 responden 10 orang menjawab sering, 40 orang menjawab jarang dan 
10 orang tidak pernah parkir diluar tempat parkir yang disediakan. Sesuai 
dengan data diatas terlihat bahwa sebagian besar  responden pernah 
memarkirkan kendaraan diluar tempat parkir yang telah disediakan oleh 
pemerintah, misalnya ditempat yang ada rambu larangan parkir. Hal ini 
dapat menyebabkan kemacetan karena banyak masyarakat yang 
memarkirkan kendaraannya disembarang tempat, tentu saja ini merugikan 
berbagai pihak. Seperti yang terdapat di jalan depan RS. Wahidin 
Sudirohusodo yang selalu dipenuhi oleh kendaraan yang parkir di tepi 
 
 
jalan sedangkan di sepanjang jalan tersebut  telah ada rambu larangan 
parkir. Hal ini tentu merugikan banyak pihak, terlebih lagi jalan itu adalah 
jalan utama menuju ke rumah sakit yang banyak warga beraktivitas akan 
tetapi justru sering terjadi kemacetan akibat banyaknya kendaraan yang 
parkir di tepi jalan. Hal ini membuktikan bahwa ketaatan pengguna parkir 
yang kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran 
hukum yang negatif atau disebut ketidaktaatan terhadap hukum. 
Berkaitan dengan hal diatas maka penulis mencari tahu mengenai 
pengetahuan pengguna tempat parkir terhadap isi Perda No. 17 Tahun 
2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Oleh sebab itu 
penulis mengajukan pertanyaan yaitu apakah mereka tahu atau tidaknya 
adanya sanksi pidana dan denda bagi pemilik kendaraan yang 
memarkirkan kendaraan diluar tempat parkir yang disediakan ?. Maka 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 18 
Tanggapan Responden Mengenai tahu atau tidak Adanya Sanksi 
Pidana dan Denda Bagi Pemilik Kendaraan yang Memarkirkan 
Kendaraan Diluar Tempat Parkir yang Disediakan 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 24 orang 40 % 
2 Tidak 36 orang 60 % 
Jumlah  60 100 % 
Sumber : Pengguna parkir melalui pembagian kuisioner bulan Maret sampai April 2014 
 
 
Dari data di atas dengan 60 responden dan diperoleh hasil yaitu 24 
orang menjawab ya dan 36 menjawab tidak. Sesuai dengan hasil tersebut 
ternyata sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir tidak 
mengetahui mengenai isi dari Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum yaitu mengenai penetapan sanksi 
sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling 
banyak Rp. 50. 000.000 bagi pemilik kendaraan yang memarkirkan 
kendaraan diluar tempat parkir yang disediakan. 
Dari hal tersebut juga terlihat bahwa kurangnya sosialisasi yang 
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai aturan parkir 
yang tercantum dalam Perda No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan Umum. Karena sesuai data di atas bahwa pengetahuan 
masyarakat tentang aturan tersebut masih kurang. Oleh sebab itu 
pemerintah diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat agar pengetahuan hukum masyarakat lebih tinggi lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Efektivitas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum terhadap pelanggaran aturan 
parkir di kota Makassar tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena 
sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir 
tidak menaati aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Dan derajat efekktivitas  aturan parkir tersebut masih kurang karena 
sebagian masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya 
ketaatan yang bersifat compliance. Artinya bahwa masyarakat 
pengguna parkir dan juru parkir hanya taat terhadap aturan parkir 
karena takut akan sanksi. 
2. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas 
dan faktor masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengatasi 
pelanggaran aturan parkir di kota Makassar. Faktor-faktor tersebut 
mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 
Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum agar dapat 
mencapai hasil maksimal dalam mengatasi pelangaran parkir  
sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif. 
 
 
 
 
B. Saran 
1. Pengelola perparkiran di kota Makassar dalam hal ini PD Parkir 
Makassar Raya seharusnya memberikan sanksi tegas bagi para 
pelanggar baik pemilik kendaraan maupun juru parkir yang 
melakukan tindakan tidak resmi sesui dengan Peraturan Daerah 
No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum 
sehingga akan timbul efek jera bagi para pelanggar. Lebih berperan 
aktif dalam melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap juru 
parkir. Sehingga pelanggaran  aturan parkir dapat diatasi. Selain 
itu. PD Parkir juga sebaiknya melakukan pendataan mengenai 
kasus juru parkir tidak resmi dan adanya tindakan tidak resmi oleh 
pengguna tempat parkir dan juru parkir, karena tidak ada data yang 
bisa dijadikan bahan evaluasi kedepannya bagi pihak PD Parkir 
dalam mengatasi pelanggaran tersebut, sedangkan setiap bulan 
ditemukan kasus pelanggaran. Selain itu PD Parkir juga harus 
memperhatikan kondisi fasilitas tempat parkir yang ada dengan 
lebih memperhatikan mengenai penentuan titik-titik tempat parkir 
dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna tempat parkir 
tersebut. 
2. Kesadaran hukum yang positif yang membentuk ketaatan hukum 
harus lebih ditingkatkan oleh masyarakat pengguna tempat parkir 
dan para juru parkir. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam diri 
setiap individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi 
kepentingan bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-nilai yang 
 
 
terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau yang 
diharapkan ada. Karena jika yang terbentuk adalah kesadaran 
hukum yang negatif maka hal ini justru akan membentuk 
ketidaktaatan hukum. Hal inilah yang tidak diharapkan. Oleh sebab 
itu untuk mencapai suatu keberhasilan hukum atau hukum itu 
dikatakan berlaku efektif diperlukan tingkat ketaatan hukum yang 
tinggi oleh masyarakatnya. 
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